
 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR 41 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten 
Polewali Mandar yang diarahkan pada peningkatan kualitas 
pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar sebagai sarana evaluasi kemajuan penerapan manajemen 
organisasi dan pencapaian kinerja;  

 b. bahwa terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dinilai 
dan menunjukkan kinerja terbaik, perlu diberikan penghargaan 
sebagai sarana motivasi peningkatan kinerja organisasi;  

c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Polewali Mandar dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pembentukan 
pemerintahan daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi1 Nomor 5308); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

 

 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali 
Mandar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005        
Nomor 160); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

 

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007  tentang 
PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja 
Utama; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ 
Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Polewali 
Mandar;   

10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar; 

 

 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 
2009 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di 
Kabupaten Polewali Mandar; 

  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR. 

 
KESATU  : Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan; 

 
KEDUA  : Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam 
melaksanakan penilaian satuan kerja  perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; 

 
KETIGA  : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan efektif 

pelaksanaannya terhitung mulai Tahun 2013. 
 
 

     Ditetapkan di Polewali 
     pada tanggal 10  Desember 2012 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

 

 

 

ALI BAAL MASDAR 

 
Diundangkan di Polewali 
pada tanggal 10 Desember 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

 

 

 

 

ISMAIL, AM 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 41 

 


